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 Dalam penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui penerapan 
Penetapan Status Tersangka Melalui Proses Identifikasi Sidik Jari oleh Pihak 
Kepolisian dan Kendala penyidik dalam menemukan alat bukti sidik jari dalam 
proses penyidikan.  
 Penelitian ini dilaksanakan di kabupaten Gowa tepatnya di kantor 
kepolisian Polres Gowa, dan untuk mencapai tujuan tersebut penulis 
menggunakan teknik pengumpulan data dengan turun langsung ke lapangan 
(Polres Gowa)  untuk mengumpulkan data dengan cara wawancara dan studi 
dokumentasi. Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis dengan teknik kualitatif 
kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelasakan, menguraikan dan 
menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitanya dengan 
penelitian ini.  
Pada skripsi ini penulis mengangkat dua rumusan masalah yaitu (1) 
bagaimanakah proses identifikasi sidik jari dalam penetapan status tersangka 
tindak pidana? (2) bagaimanakah penerapan penetapan status tersangka melalui 
proses identifikasi sidik jari oleh pihak kepolisian? 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Proses menetapkan 
stasus tersangka melalui proses sidik jari dalam menemukan tersangka 
tindak pidana  ada beberapa tahap yaitu, mencari sidik jari di tempat 
kejadian perkara, mencocokan atau membandingkan sidik jari yang 
ditemukan di TKP dengan sidik jari saksi dan yang terduga tersangka dan 
menbuat berita acara perbandingan sidik jari. (2) Pembuktian berdasarkan 
pemeriksaan sidik jari sangatlah efektif dalam menemukan tersangka 
tindak pidana terutama dalam menunjang pengungkapan tindak pidana 
dilihat dari rencana untuk melaksanakan program INAFIS (Indonesia 
Automatic Fingerprint Identiffcation System) 
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A. Latar Belakang Masalah  
Indonesia adalah negara yang berkembang dimana dalam perkembangannya 
juga memegang tinggi hukum sebagai alat pengawas atau pembatas. Hal ini juga 
berarti di indonesia tidak menginginkan adanya negara yang berdasarkan 
kekuasaan semata-mata penegasan tersebut sengaja dituangkan kedalam berbagai 
peraturan-peraturan dan norma-norma yang dimaksudkan agar setiap warga 
negara indonesia menjadi warga yang sadar dan taat hukum dan mewajibkan 
negara untuk menegakkan dan menjamin kepastian hukum kepada masyarakat. 
Sebagai konsekuensi ketentuan-ketentuan tersebut, maka asas kesadaran 
hukum merupakan asas yang harus diprioritaskan dalam penbangunan asas 
kesadaran hukum berarti menyadarkan setiap warga untuk selalu taat kepada 
hukum, disamping itu mewaajibkan pula bagi negara beserta aparatnya untuk 
menegakkan dan menjamin berlakunya kepastian hukum di Indonesia. Namun hal 
selalu terjadi dengan adanya peraturan-peraturan atau norma-norma hukum yang 
baru, dapat dipastikan akn terjadi sebuah pelanggaran akan hal tersebut. Dengan 
kata lain, sebuah kejahatan berawal dari adanya sebuah peraturan, disinilah peran 
aperatur pemerintah terutama instansi yang bertanggung jawab langsung akan hal 
penegakan hukum untuk perlu meningkatkan pola kerja dan pelayanan kepada 
masyrakat agar dapat tercipta apa yang dinamkan stabilitas hukum dan penegakan 
hukum di indonesia. 
 2 
 
Tinjauan yuridis yang menggunkan dasar-dasar hukum, teori dan perundang-
undagan dalam mengkaji suatu masalah, menjadi sangat penting dalam 
menemukan solusi hukum atas suatu masalah yang hendak dikaji. Hal ini juga 
sejalan dengan yang dikemukaka oleh paul shholten bahwa “hukum itu ada 
namun harus ditemukan”. Dengan semakin maju dan kompleksnya zaman dan 
perubahan yang terjadi di segala penjuru, secara tidak langsung memunculkan 
berbagai hal dalam kehidupan. Mulain dari hal yang positif, tentunya bukan 
merupakan suatu hambatan dalam kehidupan, namun hal negatif merupakan 
maslah yang butuh sesegera mungkin untuk diselesaikan, mulai dari hal yang 
terkecil seperti pencurian, perkelahian, penganiayaan serta penbunuhan, karena 
hal ini memicu atau penyebab dari semua kejadian yang ada di masyrakat. 
Masalah hukum seolah menjadi salah satu fenomena yang tidak perna surut 
dalam kehidupan bermasyrakaat, berbangsa dan bernegara. Seiring meningkatnya 
fonomena masalah hukum maka meningkat pula kajian yuridis yang bertujuan 
untuk menggali berbagai masalah dari presektif hukum dan perundang-undagan 
yang ada. Menurut Aristoteles menyatakan bahwa kemiskinan menimbulkan 
kejahatan dan penberontakan. Situasi dan kondisi yang sedemikian rupa inilah, 
kiranya kejahatan yang terjadi dapat diperhatikan lebih serius lagi baik aparat 
yang berwenang maupun partisipasi masyrakat, yang secara operasional di dalam 
penyelesaiannya belumlah memuaskan.  
Penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai penbalasan dendam melainkan 
tujuan untuk menpengaruhi perilaku manusia yang sesuai dengan aturan-aturan 
hukum, yang paling penting adalah penberian bimbingan dan pengayoman. 
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Pengayoman sekaligus kepada masyrakat dan kepada terpidana sendiri agar 
menjadi insaf dan dapat menjadi anggota masyrakat yang baik. Kejahatan 
merupakan gejalah sosial yang selalu dihadapi oleh masyarakat. Adapun usaha 
manusia untuk menghapus secara tuntas kejahatan tersebut, sering kali dilakukan 
namun hasilnya lebih pada kegagalan. Sehingga usaha yang dilakukan oleh 
manusia yakni hanya menekang atau mengurangi laju terjadinya kejahatan.  
Di zaman modern seperti sekarang ini, seiring dengan berkembangnya 
peralatan canggih yang dapat menbantu manusia dalam menyelesaikan 
pekerjaanya, maka semakin muda pula seseorang dalam melaksankan tugasnya 
yang terhitung sulit, misalnya tugas seorang polisi dalam mengungkap suatu 
kejahatan, salah satu kecanggihan teknologi yang berkembang saat ini adalah alat 
pemindai sidik jari. Fungsi dan peranan sidik jari sangatlah penting bagi seorang 
penyidik dalam mengungkap suatu tindak pidana, oleh karena itu sidik jari 
sangatlah berperan selain sebagai untuk mengedentifikasi korban, juga untuk 
mengungkap seseorang yang disangka melakukan tindak pidana, sidik jari 
sebenarnya adalah kulit yang menebal dan menipis menbentuk suatu 
“punggungan” pada telapak jari yang menbentuk suatun pola, sidik jari tidak 
dapat hilang sampai orang meninggal dunia dan menbusuk, goresan-goresan atau 
luka biasanya pada kulitv berganti akan menbentuk pola yang sama. Kecuali 
mengalami luka bakar yang parah.  
Identifikasi sidik jari dikenal dengan daktiloskopi. Daktiloskopi adalah 
perumusan pola sidik jari pada telapak tangan yang sama, kiri maupun kanan. 
Metodenya dikenal dengan metode Henry. Rocher dan Vucetich. Metode Henry 
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diciptakan di india dan dipakai hampir semua negara di Eropa. Metode Rocher di 
gunakan di negara Jerman dan Jepang. Sedangakan metode Vucetich digunakan 
pada negara-negara berbahasa Spanyol. Indonesia sendiri mengunakan mentode 
Henry. Fungsi sidik jari biasa digunakan untuk mengungkap kejahatan, misalnya 
dari sidik jari laten (mengambil sidik jari menggunakan sebuk kimia) yang didapat 
dari barang-barang di TKP, atau barang-barang yang digunakan untuk 
“melakukan kejahatan” seperti pistol, pisau, teng obeng dan sebagainya.  
Tindak pidana penyidikan dimaksud untuk mencari serta mengumpulkan 
bukti supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang dan jelas, serta 
agar dapat menemukan dan menentukan siapa pelakunya. Bagian-bagian hukum 
acara pidana yang menyangkut penyidikan adalah ketentuan tentang alat penyidik, 
ketentuan tentang terjadinya delik. Pemeriksaan ditempat kejadian, pemanggilan 
tersangka atau terdakwa, penahanan sementara, pengeledahan, pemeriksaan atau 
interogasi, berita acara (pengeledaan introgasi, dan pemeriksaan di tempat), 
penyitaan, penyampingan perkara, pelimpahan perkara kepada penuntut umum 
dan pengembaliannya kepada penyidik untuk disempurnakan.  
 Sistem beban pembuktian dalam perkara tindak pidana biasa merupakan tugas 
jaksa penuntut umum.1Dari beberapa keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa 
tugas penyidik adalah dalam rangka persiapan ke arah pemeriksaan di depan 
sidang pengadilan. Para penyidik menpersiapkan alat-alat bukti yang sah, 
sehinggah dapat dipergunakan untuk menbuat suatu perkara menjadi jelas atau 
                                                          
1M.Chaerul Risal, “Penerapan Beban Pembuktian Terbalik Dalam Upaya 
Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi”, Jurisprudentie, Vol 5 No 1 (2018), hlm. 76. 




terang dan juga mengungkap siapa pelaku tindak pidana, dan menurut pasal 1 
angka 4 KUHAP, yang dimaksud dengan penyelidik adalah pejabat polisi negara 
Republik Indonesia yang diberi wewenang dengan undang-undang (KUHAP) 
untuk melakukan penyelidikan, walaupun pada kenyataan sehari-hari di 
masyarakat semua orang bisa bertindak sebagai penyelidik untuk menyelidiki 
tentang suatu hal tapi menurut ketentuan KUHAP. 
Di dalam pasal 4 KUHP secara umum telah ditentukan, bahwa setiap pejabat 
kepolisian negara republik indonesia adalah penyelidik. Hal ini mengisyaratkan  
bahwa semua anggota kepolisian negara RI tanpa kecuali merupakan penyidik 
yang dilibatkan pada tugas-tugas penyelidikan, yang mana hakikatnya hal ini 
merupakan salah satu bidang tugas dari sekian banyak tugas-tugas yang di 
tentukan oleh KUHAP atau undang-undang nomor 8 tahun 1981, yang 
berhubungan erat dengan tugas-tugas lainya, yaitu sebagai suatu keseluruhan 
upaya para penegak hukum, untuk membuat seorang pelaku dari suatu tindakan 
pidana itu harus mempertanggung jawabkan perilakunya menurut hukum pidana 
di depan hakim.2 
Kegiatan penyidik merupakan kegiatan dalam rangka membuat suatu perkara 
menjadi terang atau jelas dan dalam usaha untuk menemukan pelaku tindak 
pidana. Kegiatan penyidik yang pertama kali dilakukan oleh penyidik dalam 
mengungkap suatu kejahatan adalah menemukan barang bukti maupun bekas-
bekas kejahatan yang tertinggal pada tempat kejadian perkara (TKP), dalam 
                                                          
2 Suparto, pidana dan yurisprudensi (Jakarta: sinar grafika, ,2010), h. 47 
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lingkup hukum acara pidana, barang bukti yang dicari oleh penyidik pertama 
adalah menemukan sidik jari pelaku kejahatan. 
                      Salah satu kewajiban penyidik disebutkan dalam kitab undang-undang 
hukum acara pidana pasal 7 ayat (1) butir (f) bahwa “penyidik dalam penyidikan 
menpunyai wewenang untuk mengambil sidik jari dan memotret seseorang. 
Sedangkang dalam undang-undang 2 tahun 2002 tentang kepolisian negara 
Republik Indonesia pasal 15 butir (h) menyebutkan bahwa “yang berwenang 
mengambil sidik jari dan memotret seseorang adalah pihak kepolisian”. 3 
Di tubuh kepolisian sendiri pengidentifikasian sidik jari ini dilakukan oleh 
bagian identifikasi. Bagian ini dikenal sebagai seksi daktiloskopi. Seksi 
daktiloskopi bertugas mengambil gambar sidik jari dengan cara mencocokan 2 
sidik jari disejajarkan untuk mencari keidentikan tersangka. Sidik jari merupakan 
alat bukti yang baik dan efektif, yang dimanfatkan oleh penyidik dimaksudkan 
untuk menghindari adanya keliruan dalam penbuktian persidangan. Sidik jari 
menjadi alat bukti yang utama dalam mencari dan mengenali pelaku kejahatan 
karena tidak ada manusia yang sama sidik jarinya antara satu orang dengan orang 
lainya. Sidik jari seseorang menpunyai karaktrestik yang tidak berubah seumur 
hidup.  
Identifikasi sidik jari menpunyai manfaat yang sangat penting bagi penyidik 
untuk menbuat terang suatu perkara pidana dan mengungkap siapa pelaku tindak 
pidana tersebut. Dalam melakukan penbuktian terhadap kasusu penbunuhan, atau 
                                                          
3 Erika Susanti, Transparansi penyidik polri dalam sistem peradilan pidana di 
Indonesia (Jakarta: Permata Press, 2012 
 7 
 
kasus pencurian. Keterangan sidik jari tidak berdiri sendiri karna masih perlu 
keterangan dari para saksi dan korban. Salah satu bekas tindak kejahatan yang 
paling populer adalah sidik jari pelaku tindak pidana karena biasanya tidak 
disadari oleh para pelaku tindak pidana.4 
Oleh karena itu identifikasi tersebut sangat penting, maka para penyidik harus 
berusaha untuk menjaga agar jangan sampai barang bukti berupa sidik jari yang 
terdapat atau tinggal di tempat kejadian perkara menjadi hilang ataupun rusak. 
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
   Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah “penerapan 
pengunaan sidik dalam menemukan tersangka tindak pidana di polres gowa studi 
kasus tahun 2014-2018”.  
Adapun yang menjadi deskripsi fokus dalam penelitian ini sebagai berikut :  
1. Pengertian penerapan   
Penerapan merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-
individu atau kelompok-kelompok yang diarah pada tercapainya tujuan yang telah 
digariskan dalam keputusan.  
2. Pengertian Sidik jari  
Sidik jari adalah hasil reproduksi tapak jari baik yang sengaja diambil, 
dicapkan dengan tinta, maupun bekas yang ditinggalkan pada benda karena perna 
tersentuh kulit telapak tangan atau kaki.  
Sidik jari merupakan identitas dari seseorang yang bersifat alamiah, tidak 
berubah, dan tidak sama pada setiap orang. Sidik jari juga merupakan salah satu 
                                                          




teknologi yang dapat digunakan untuk mengedifikasi seseorang. Dalam bidang 
kepolisian sidik jari juga dikenal dengan sebutan laten. Sidik jari merupakan alat 
bukti yang sah yaitu sebagai alat bukti keterangan ahli (sesuai dengan pasal 184 
ayat (1) butir (b) kitab undang-undang hukum acara pidana atau KUHP, yaitu 
dalam bentuk berita acara yang terdiri dari :  
- Berita acara pengambilan sidik jari disertai rumusan sidik jari  
- Berita acara pemotretan, dan  
- Berita acara oleh TKP.  
Bahkan sidik jari menjadi teknologi yang dianggap cukup handal, karena 
terbukti relatif akurat, aman, dan nyaman untuk dipakai sebagai identifikasi bila 
dibandingkan dengan sitem beometri yang lainya seperti retina mata atau DNA 
(Deoxyribo Nucleic acid adalah jenis alasan nukleat yang berisi perintah genetik 
yang digunakan di dalam perkembangan dan berfungsi pada semua organisme dan 
virus). Penerapan teknologi sidik jari tidak hanya pada sistem absensi pengawai 
perusahan, tetapi juga berkembang di bidang kedokteran forensik, yaitu proses 
visum et repertum merupakan laporan tertulis dokter untuk menberikan 
keterangan demi keperluan peradilan mengenai suatu hal yang ditemukan atau 
diketahui. Salah satu tahap visum et repertum adalah verifikasi sidik jari. 
Verifikasi ini dilakukan untuk mengetahui identifikasi seseorang terhadap suatu 
masalah pidana, contohnya kasus korban kecelakaan, korban tenggelam, kasus 





3. Pengertian Tersangka  
Tersangka adalah seseorang yang karena keadaan atau perbuatan yang 
dilakukanya patut diduga melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana yang 
didukung oleh bukti permulaan yang cukup.  
4. Pengertian tindak pidana  
Tindak pidana adalah merupakan suatu dasar yang pokok dalam menjatuhi 
pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung 
jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukanya.  
Tindak pidana menurut simons adalah suatu tindakan atau perbuatan yang 
diancam oleh dengan pidana oleh undang-undang hukum pidana, bertentangan 
dengan hukum pidana dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang 
mampu bertanggung jawab.5 
C. Rumusan Masalah  
Berdasarkan latar belakang sebelumnya, maka yang terjadi pokok masalah 
dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan pengguna sidik jari dalam 
menemukan tersangka tindak pidana di  POLRES GOWA tahun 2014-2018 
sebagaimana berikut: 
1. Bagimanakah proses identifikasi sidik jari dalam Menetapan stasus 
tersangka tindak pidana ?  
2. Bagaimanakah efiktivitas penetapan stasus tersangka melalui proses 
sidik jari oleh pihak kepolisian ?  
 
                                                          
5 Moeijatno, Asas-Asas Hukum Pidana (Jakarta: Bina Aksa, 2005), h.33 
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D. Kajian pustaka  
Dari beberapa penelusuran terhadap penelitian yang terdahulu telah 
dilakukan, tidak ditemukan penelitian secara spesifik sama dengan penelitian ini 
namun, ditemukan beberapa penelitian yang memiliki pembahasan yang berkaitan 
dengan penelitian ini. Penelitian-penelitian tersebut dapat dikategorikan sebagai 
berikut : 
1. Ketut Adi Purnama, dalam bukunya yang berjudul TRANSPARANSI 
PENYIDIK POLRI membahas tentang peran polri dalam penyidikan perkara, 
sistem pengawasan penyidikan di kepolisian, transparansi penyidikan sebagai 
wujud penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana di indonesia. 
2. Monang Siahan, dalam bukunya yang berjudul PEMBARUAN HUKUM  
PIDANA INDONESIA buku ini membahas tentang  ketinggalan zaman, tolak 
ukur dan ruang lingkup serta orientasi pembaruan hukum pidana indonesia, 
pembaruan hukum pidana di indonesia, konsep pencegahan perbuatan korupsi 
ke depan, pertentangan asas hukum pidana. 
3. Joni rianto , Sidik Jari Sebagai Saran Identifikasi Tindak Pidana Penbunuhan 
dalam Presektif Hukum Islam , Fakultas Syari’ah dan Hukum , Unversitas 
Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2013, skripsi, Peneliti ini yakni 
dengan , sidik jari sebagai saran identifikasi tindak pidana penbunuhan dalam 
presektif hukum islam , sedangkan yang dillakukan oleh peneliti yakni 
mengfokuskan sidik jari sebegai alat untuk menemukian tindak pidana 
kejahatan di polres gowa .  
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4. Abednego reinaldo.S, analisis fungsi ilmu bantu sidik jari (DACTVLOSOPY) 
dalam proses penyidik perkara penbunuhan, fakultas hukum, unversitas 
lampung bandar lampung 2017, jurnal.  
 Fokus peneliti yakni mengfokuskan untuk menganalisiskan ilmu bentuk sidik 
jari untuk proses penyedik dalam menemukan tersangka tindak pidana atau 
korban penbunuhan. Sedangkan yang dilakukan oleh peneliti yakni 
mengfokuskan sidik jari sebagai alat untuk menemukan tindak pidana 
kejahatan di polres gowa.  
5. Ilham facruzi, kekuatan hukum alat bukti sidik jari dalam penyidikan tindak 
pidana penbunuhan, fakultas hukum, unversitas bung hatta padang, 2015, 
skirpsi. Fokus peneliti yakni mengfokuskan sidik jari apakah bisa menjadi 
alat bukti untuk menemukan tindak pidana menbunuhan, sedangkan yang 
dilakukan oleh peneliti yakni mengfokuskan sebebagai alat untuk 
menemukan tidak pidana kejahatan di Polres Gowa.  
E. Tujuan dan kegunaan penelitian 
1. Tujuan penelitian 
 Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penulis dapat mengemukakan 
tujuan sebagai berikut : 
a. Untuk  mengetahui Sejauh mana efektifitas penepatan stasus 
tersangka melalu proses sidik jari oleh kepolisian. 
b. Untuk mengetahui Bagimana kekuatan hukum apabila sesorang 




2. Memperkaya referensi dan literatur kepustakaan hukum penerapan 
penggunaan sidik jari dalam menemukan tersangka tindak pidana di Polres 
Gowa studi kasus tahun 2014-2018. 
3. Memberikan masukan dan tambahan pengetahuan bagi para pihak yang 
terkait  dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini, serta berguna bagi 








    BAB II 
PEMBAHASAN 
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana 
1. Pengertian Tindak Pidana 
Dalam teks bahasa belanda KUHP, dapat ditemukan istilah starfboar feit. 
Tim penerjemah penbinaan hukum nasional dalam penerjamahkan kuhp dari 
bahasa belanda ke bahasa Indonesia, menerjemahkan istilah starboar feit sebagai 
tindak pidana. Namun dalam kuhp tidak diberikan devinisi terhadap istilah tindak 
pidana atau starfbaar feit. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa tindak pidana 
adalah perbuatan yang oleh undang-undang dinyatakan dilarang yang disertai 
ancaman pidana bagi siapa saja yang melanggar langgaran itu.  
Beberapa devinisi lain tentang tindak pidana, antara lain :  
a. Menurut wirjono prodjodikoro, tindak pidana berarti suatu Menurut D. 
Simons, tindak pidana adalah kelakuan (handeling) yang diancam dengan 
pidana yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan 
kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.  
b. Menurut G.A van Hamel, sebagaimana yang diterjemahkan oleh 
Moeljatno, starfbaar feit, adalah kelakuan orang yang yang dirumuskan 
dalam wet yang bersifat melawan hukum, yang patut di pidana dan 
dilakukan dengan kesalahan. 1 
                                                          
1 Frans Maramis, Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia (Bandung: Maju 





c. Komariah E. Sapardjaja mengatakan, tindak pidana adalah suatu perbutan 
manusia yang memenuhi perumusan delik, melawan hukum dan penbuat 
bersalah melakukan perbuatan itu. 
d. Indriyanto Seno Adji mengemukakan bahwa tindak pidana adalah 
perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatan bersifat melawan 
hukum terhadap suatu kesalahan dan bagi pelakunya dapat dipertanggung 
jawabkan atas perbuatanya.  
e. Moeljatno mengunakan istilah perbuatan tindak pidana. Menurut 
Moeljatno, perbuatan pidana hanya mencakup perbuatan saja, sebagimana 
dikatakan bahwa, perbuatan pidana hanya menunjukan kepada sifatnya 
perbuatan saja, yaitu sifat dilarang dengan ancaman pidana apabila 
dilanggar. Dari sudut pandang Moeljatno unsur pelaku dan hal-hal yang 
berkenaang denganya seperti kesalahan dan mampu bertanggung jawab, 
tidak boleh dimasukan kedalam devinisi perbuatan pidana, melainkan 
merupakan perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana, 
bagian dari unsur yang lain yaitu unsur pertanggung jawaban pidana. 2 
Istilah perbuatan pidana juga dibenarkan dalam pasal 5 ayat (3) huruf b UU 
nomor 1 /drt/1951 tentang tindakan-tindakan sementara untuk menyeleengarakan 
kesatuan susunan, kekuasan dan acara pengadilan-pengadilan sipil, arus dianggap 
perbuatan pidana: 
1. Perbuatan yang dapat di hukum yang menyatakan perbuatan yang menurut 
hukum itu sendiri 
                                                          





2. Peristiwa pidana  
3. Delik  
2.Unsur-unsur tindak pidana  
Dalam mengemukakan unsur-unsur tindak pidana, pada umumnya 
dikemukakan terlebih dahulu perbedaan dasar antara unsur perbuatan dan unsur 
kesalahan (pertanggung jawaban pidana). Unsur perbuatan dan unsur kesalahan 
sering disebut unsur subjektif.3 
 Menurut Bambang Poernomo, pembagian secara mendasar di dalam 
melihat elemen dasar yang terdiri atas : Bagian yang objektif, yaitu delik terdiri  
dari suatu perbuatan dan akibat yang bertentangan dengan hukum positif sebagai 
perbuatan yang melawan hukum positif sebagai perbuatan yang melawan hukum 
yang menyebabkan diancam dengan pidana oleh peraturan hukum. Dan bagian 
yang subjektif yakni berupa adanya seorang pembuat atau dader yang 
bertanggung jawab atau dapat dipersalahkan atas perbuatanya yang bertentangan 
dengan hukum.  
 Selain unsur-unsur tersebut, para ahli hukum juga melakukan pembagian 
secara rinci, misalnya D.Hazewinkel-suringa,mengemukakan unsur-unsur tindak 
pidana perbuatan sehingga sesorang tidak dapat dipidana atas apa yang 
dipikiranya:  
a. Tiap detik berkenan dengan tingkah laku manusia berupa berbuat atau 
tidak berbuat. Hukum pidana kita adalah hukum pidana perbuatan 
sehingga sesorang tidak dapat dipidana atas apa yang dipikiranya. 
                                                          






b. Beberapa delik mengharuskan adanya akibat tertentu. Ini terdapat pada 
delik meterial. 
c. Pada banyak delik dirumuskan keadaan psikis, seperti maksud 
(omegerk) sengaja (opzel), dan kealpaan (culpa) 
d. Sejumlah besar delik mengharuskan adanya keadaan-keadaan objektif, 
misalnya penghasutas (pasal 160) dan pengimisan (pasal 504 ayat (1) ) 
hanya dapat dipidana jika dilakukan di dapan umum. 
e. Beberapa delik meliputi apa yang dinamakan syarat tambahan untuk 
dapat dipidana misalnya beberapa delik meliputi apa yang dinamakan 
syarat tambahan untuk dapat dipidana. Misalnya dalam pasal 123 ” jika 
pecah peran”, pasal 164 dan 165 “jika kejahatan itu jadi dilakukan”, 
pasal 345” klau orang itu jadi bunuh diri”, pasal 531 ”jika kemudian 
orang itu meninggal “ .  
f. Juga dapat dipandang sebagai suatu kelompok unsur tertulis yang usus 
yakni apa yang dirumuskan sebagai melawan hukum, tana, dengan 
melampaui wewenang.  
g. Umumnya waktu dan tempat tidak merupakan unsur tertulis.4 
3. Macam-Macam Tindak Pidana  
Pada umumnya hukum pidana atau tindak pidana di klarifikasian ke dalam dua 
kelompok besar, yaitu pidana umum dan khusus. Apabila delik tersebut diatur 
dalam KUHP, maka disebut pidana umum. Sedangkan jika diatur dalam undang-
undang selain KUHP atau diluar KUHP maka dinamakan dengan pidana khusus. 
                                                          





Namun, tindak pidana selain dibagi ke dalam pidana umum dan pidana khusus 
terdapat juga tindak pidana yang berdasarkan hukum islam.  
a. Pencurian 
Pencurain secara umum diartikandengan mengambil untuk memiliki 
sesuatu yang bukan haknya. Dalam arti yang lebih jelas lagi ialah 
menjadikan sesuatu yang bukan miliknya menjadi miliknya dengan cara 
melawan hukum dalam bentuk apa saja, baik sesuatu itu milik orang 
perseorangan atau milik masyarakat. 
b. Pembunuhan  
Yang dimaksud ialah tindakan yang menghilangkan nyawa seseorang 
penbunuhan adalah perbuatan yang dilarang allah dan nabi karena merusak 
salah satu sendi kehidupan.  
c. Penganiyaan  
Penganiyaan adalah kejahatan atau fisik tetapi tidak menimbulkan 
kematian baik dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja.  
d. Pengelapan  
Dalam kitab Undang-undang Hukum pidana pasal 372, disebutkan 
bahwa barang siapa yang sengaja dan melawan hukum memiliki barang 





yang ada dalam kekuasaan bukan karna kejahatan diancam karna 
penggelapan.5 
e. Penghinaan  
Dalam pasal 310 ayat (1) KUHP disebutkan bahwa barang siapa 
menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan 
sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum. Tidak 
merupakan pencemaran atau penghinaan jika perbuatan tersebut dilakukan 
demi kepentingan umum atau karna terpaksa untuk menbela diri.  
f. Pemerasan dan pengancaman. 
g. Tidak pidana korupsi. 
Menurut subekti dan jitrosoedibio corruptive adalah perbuatan cuarang, 
tindak pidana yang merugikan keuangan negara. Secara harfiah, menurut 
sudarto kata korupsi merujuk pada perbuatan yang merusak, busuk, tidak 
jujur yang dikatkan dengan keungan. 6 
h. Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) 
 Dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang nomor 25 tahun 2003 tentang 
tindak pidana pencucian uang diartikan sebagai perbuatan menempatkan, 
mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, 
menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan atau 
perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga 
                                                          
5 Ruslan Renggong, Hukum Pidana Khusus (Jakarta: Kencana, 20017),  h. 60-61 





merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyebunyikan, atau 
menyamarkan asal usul harta kekayaan yang sah.  
i. Terorisme 
 menurut james adams terorisme adalah mengunaan atau ancaman 
kekerasaan fisik oleh individu-individu atau kelompok-kelompok untuk 
tujuan politik, baik untuk kepentingan atau melawan kekuasan yang ada 
apabila tindakan-tindakan terorisme dimaksudkan untuk mengujudkan, 
melumpuhkan atau mengintimidasi suatu kelompok atau sasaran yang lebih 
besar daripada korban-korban secara langsung. 
j. Pelanggaran hak asasi manusia yang berat  
Berdasrkan pasal 7 undang-undang nomor 26 tahun 2000 tentang 
pengadilan hak asasi manusia, pelanggaran HAM yang berat terdiri atas 
kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.  
k. Tindak pidana narkotika. 
l. Tindak pidana psiktropika. 
m. Tindak pidan di bidang kesehatan. 
n. Tindak pidana kekerasaan dalam rumah tangga.  
Bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga 
menurut Rifka An-nisa WCC antara lain kekerasan fisik, psikis, kekerasaan 







o. Tindak pidana pornografi  
Dalam undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi pasal 1 
ayat (1) disebutkan bahwa pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, 
tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, karton. Percakapan, gerak 
tubuh, atau bentuk pesan lainya.  
p. Tindak pidana di bidang kesehatan7 
4. Teori sanksi tindak pidana 
Sanksi pidana adalah suatu hukum sebab akibat,sebab adalah kasusunya 
dan akibat adalah hukumnya,orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi 
baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain  dari pihak berwajib. Sanksi 
pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang di ancamkan atau 
dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana 
yang dapat menganggu atau dapat membahayakan kepentingan hukum. Sanksi 
pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitas perilaku 
dari pelaku kejahatan tersebut,namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan 
sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri. 
Pidana adalah penderitaan atau nestapa yang sengaja dibebankan kepada 
orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur syarat-syarat tertentu, 
sedangkan Roslan Shaleh Ridwan mengaskan bahwa pidana adalah reaksi atas 
delik,dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja dilimpahkan negara 
kepada pembuat delik. 
                                                          






Tujuan pemidanaan adalah mencegah dilakukan kejahatan pada masa yang 
akan datang,tujuan diadakannya pemidanaan diperlukan untuk mengetahui sifat 
dasar hukum dari pidana. Bahwa dalam konteks yang dikatakan Hugo De Groot 
“Malim pasisionis propter malum actionis” yaitu penderitaan jahat yang menimpa 
dikarenakan oleh perbuatan jahat. Berdasarkan pendapat tersebut,tampak adanya 
pertentangan mengenai tujuan pemidanaan,yakni antara mereka yang 
berpandangan pidana sebagai sarana pembalasa atau teori absolute dan mereka 
berpandangan bahwa pidana mempunyai tujuan yang positif atau teoritujuan,serta 
pandanagan yang menggabungkan dua tujuan pidana tersebut. 
B. Teori Pembuktian 
Yang dijelaskan dalam KUHAP tentang teori pembuktian yaitu yang 
dimana dalam KUHAP Pasal 184 dijelaskan tentang alat bukti yang sah : 
(1) Alat bukti yang sah ialah: 
a) Keterangan saksi yaitu sebagaimana yang telah dijelaskan pada Pasal 
1 angka 27, keterangan saksi dalam suatu perkara pidana yang dimana 
keterangan ini ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia rasakan sendiri 
dengan dapat menyebutkan alasan dari pengakuannya. 
b) Keterangan ahli yaitu yang telah dijelaskan dalam KUHAP Pasal 1 
angka 28 yang dimana keterangan yang diberikan oleh seorang yang 
memiliki keahlian khusus tentang perkara yang terjadi guna untuk 
kepentingan pemeriksaan. 
c) Surat yaitu yang dijelaskan di KUHAP Pasal 187:  
• Surat yang dibuat resmi oleh pejabat yang berwewenang, yang dibuat 
dihadapannya, yang memuat tentang keterangan kejadian yang telaah 
dilihat, didengar, dan di alami sendiri  dan diserai dengan alasan yang 





• Surat yang dibuat menurut undang-undang oleh pejabat mengenai hal 
yang termasuk dalam suatu tanggung jawabnya. 
• Surat keterangan dari ahli yang memuat pendapatnya berdasarkan 
keahliannya.  
• Surat yang lainnya yang ada hubungannya dengan isi dari alat 
pembuktian lainnya. 
d) Petunjuk yang dimana telah dijelaskan dalam KUHAP Pasal 188 ayat 
(1) :  
”Petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena 
persesuiannya, baik antara yang satu dengan yang lainnya, maupun 
dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi 
suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.” 
e) Keterangan terdakwa yang dimana telah dijeaskan dalam KUHAP 
Pasal 189 ayat (1) yaitu: 
 “Apa yang telah terdakwa nyatakan dalam persidangan apa yang 
dialami sendiri, didengar atau yang dikatahui sendiri.” 
Adapun yang dijelaskan dalam KUHAP Pasal 183 seorang Hakim tidak 
bisa menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali terdapat dua alat bukti yang sah. 
Dan apabila hakim yakin terdakwa salah tetapi hakim belum bisa menjatuhkan 
hukum jika tidak ada minimal dua alat bukti yang sah yang telah dijelaskan dalam 
KUHAP Pasal 184.8 
1. Pembuktian dan Asas Legalitas 
Secara universal beberapa asas penting dalam hukum pidana yang 
berkaitan erat dengan ketentuan pembuktian adalah asas legalitas.  
                                                          






Pada dasarnya, asas legalitas diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP yang 
berbunyi: 
 “Tiada suatu peristiwa dapat dipidana selain dari kekuatan ketentuan 
undang-undang pidana yang mendahuluinya.”  
 
(Geen feit is strafbaar dan uit kracht van een darn voorafgegane wetteljke 
strafbepaling). Dalam perspektif tradisi civil law, ada empat aspek asas legalitas 
yang diterapkan secara ketat, yaitu terhadap peraturan perundang-undangan, 
retroaktifitas, lex certa dan analogi.  
Asas legalitas mengandung tiga pengertian, yaitu: Pertama. Tidak ada 
perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu 
belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang. Kedua untuk menentukan 
adanya perbuatan pidana tidak boleh menggunakan analogi (kiyas). Ketiga. 
Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.  
Pemahaman asas legalitas dalam hukum acara pidana, seringkali memiliki 
polemik, bahkan ada pemahaman, bahwa asas legalitas dan asas retro aktif, tidak 
dikenal dalam hukum acara pidana, sehingga pemahaman asas tersebut, hanya ada 
dalam hukum acara pidana materiil, tentunya hal ini didasarkan sikap konkordansi 
Indonesia terhadap Ned. Strafrecht, yang menyatakan bahwa: tiada suatu 
perbuatan (feit) yang dapat dipidana selain berdasarkan kekuatan ketentuan 
perundang undangan pidana yang wettelijke strafbepalinging. Maknanya, bahwa 
segala peraturan yang berada di bawah undang undang dalam artian formal, dapat 
memuat rumusan dalam hukum acara pidana. Yang menyatakan bahwa undang 
undang diartikan secara definitif dari wet, memuat mengenai aturan acara pidana, 





larangan retroaktif dalam hukum acara pidana, jauh lebih ketat dan limitatif 
dibandingkan dengan larangan yang sama dalam hukum pidana materiil.  
Pada dasarnya, perkembangan asas legalitas eksistensinya diakuinya dalam 
KUHP Indonesia baik asas legalitas formal (Pasal 1 ayat (1) KUHP) maupun asas 
legalitas materiil (Pasal 1 ayat (3) RUU KUHP Tahun 2008).  
Akan tetapi, Utrecht keberatan dengan dianutnya asas legalitas di 
Indonesia, alasannya ialah banyak sekali perbuatan yang sepatutnya dipidana 
(strafwaardig) tidak dipidana karena adanya asas tersebut serta asas legalitas 
menghalangi berlakunya hukum pidana adat yang masih hidup dan akan hidup. 
Lebih terinci, Utrecht mengatakan bahwa: “Tehadap asas nullum delictum itu 
dapat dikemukakan beberapa keberatan.  
Pertama-tama dapat dikemukakan bahwa asas nullum delictum itu kurang 
melindungi kepentingan-kepentingan kolektif (collective belangen). Akibat asas 
nullum delictum itu hanyalah dapat dihukum mereka yang melakukan suatu 
perbuatan yang oleh hukum (peraturan yang telah ada) disebut secara tegas 
sebagai suatu pelanggaran ketertiban umum. Jadi, ada kemungkinan seorang yang 
melakukan suatu perbuatan yang pada hakikatnya merupakan kejahatan, tetapi 
tidak disebut oleh hukum sebagai suatu pelanggaran ketertiban umum.  
Asas nullum delictum itu menjadi suatu halangan bagi hakim pidana 
menghukum seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang biarpun tidak 
“strafbaar” masih juga “strafwaardig”. Ada lagi satu alasan untuk menghapuskan 





pidana di daerah bahwa Pasal 1 ayat 1 KUHP menghindarkan dijalankannya 
hukum pidana adat.”  
Walaupun demikian, pada umunya asas legalitas, diterima dalam KUHP 
Indonesia meskipun merupakan dilema, karena memang dilihat dari segi hukum 
adat yang masih hidup, sehingga tidak mungkin dikodifikasikan seluruhnya 
karena perbedaan antara adat pelbagai suku bangsa, akan tetapi dari sudut lain, 
yaitu kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak asasi manusia dari 
perlakuan yang tidak wajar dan tidak adil dari penguasa dan hakim sehingga 
negara berkembang yang pengalaman dan pengetahuan para hakim masih sering 
dipandang kurang sempurna sehingga sangat berbahaya jika asas itu 
ditinggalkan.”  
Hukum pidana dalam perundang undangan Malaysia, yakni semua 
kesalahan ditentukan dalam undang undang, sehingga bermakna semua kesalahan 
akan diperuntukkan dengan jelas dalam hukum tertulis sebagai suatu pidana, 
sehingga sekiranya tidak ditentukan maka bukanlah suatu pidana. Tidak semua 
kesalahan dalam moral, adat, budaya dalam masyarakat merupakan pidana, selagi 
perbuatan itu bukanlah kesalahan dalam hukum pidana.  
Perumusan ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP mengandung di dalamnya 
asas “legalitas formal”, asas “lex certa”, dan asas “Lex Temporis Delicti” atau 
asas “nonretroaktif”. Muladi menyebutkan bahwa dalam makna asas legalitas 
tersebut hakikatnya terdapat paling tidak ada 4 (empat) larangan (Prohibitions) 





1. nullum crimen, nulla poena sine lege scripta” (larangan untuk memidana 
atas dasar hukum tidak tertulis-unwritten law); 
2. “nullum crimen, nulla poena sine lege stricta” (larangan untuk 
melakukan analogy);  
3. “nulla poena sine lege praevia” (larangan terhadap pemberlakuan 
hukum pidana secara surut);  
4. “nullum crimen poena sine lege certa” (larangan terhadap perumusan 
hukum pidana yang tidak jelas-unclear terms). 
Ketentuan asas legalitas ini dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) 
KUHP Tahun 2005 perumusannya identik dengan Pasal 1 ayat (1) KUHP. 
Ketentuan Pasal 1 ayat (1) RUU KUHP Tahun 2005 menyebutkan asas legalitas 
dengan redaksional sebagai berikut:  
“Tiada seorangpun dapat dipidana atau dikenakan tindakan, kecuali 
perbuatan yang dilakukan telah ditetapkan sebagai tindak pidana dalam peraturan 
perundang-undangan yang berlaku saat perbuatan itu dilakukan”.  
 
Kemudian ketentuan asas legalitas ini lebih lanjut menurut penjelasan 
Pasal 1 ayat (1) RUU KUHP Tahun 2008 disebutkan, bahwa: “Ayat ini 
mengandung asas legalitas.Asas ini menentukan bahwa suatu perbuatan hanya 
merupakan tindak pidana apabila ditentukan demikian oleh atau didasarkan pada 
undang-undang. Dipergunakan asas tersebut, karena asas legalitas merupakan asas 
pokok dalam hukum pidana. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan 
pidana atau yang mengandung ancaman pidana harus sudah ada sebelum tindak 





mencegah kesewenang-wenangan penegak hukum dalam menuntut dan mengadili 
seseorang yang dituduh melakukan suatu tindak pidana”.  
Asas legalitas konteks KUHP Indonesia mengacu kepada ide dasar adanya 
kepastian hukum (rechtzekerheids). Akan tetapi, dalam implementasinya 
ketentuan asas legalitas tersebut tidak bersifat mutlak. Pengecualian asas legalitas 
terdapat dalam hukum transistor (peralihan) yang mengatur tentang lingkungan 
kuasa berlakunya undang-undang menurut waktu (sphere of time, tijdgebied) yang 
terdapat pada Pasal 1 (2) KUHP yang berbunyi: “bilamana perundang-undangan 
diubah setelah waktu terwujudnya perbuatan pidana, terhadap tersangka 
digunakan ketentuan yang paling menguntungkan baginya. Hal demikian 
diartikan dalam terminologi melemahnya/bergesernya asas legalitas antara lain 
karena sebagai berikut: 
1. Bentuk pelunakan/penghalusan pertama terdapat di dalam KUHP 
sendiri, yaitu dengan adanya Pasal 1 ayat (2) KUHP; 
2. Dalam praktik yurisprudensi dan perkembangan teori, dikenal adanya 
ajaran sifat melawan hukum yang materiil; 
3. Dalam hukum positif dan perkembangannya di Indonesia (dalam 
Undang-Undang Dasar Sementara 1950; Undang-Undang No. 1 Drt 1951; 
Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 jo Undang-Undang No. 35 Tahun 1999; dan 
konsep KUHP Baru), asas legalitas tidak semata-mata diartikan sebagai “nullum 
delictum sine lege”, tetapi juga sebagai “nullum delictum sine ius” atau tidak 





yaitu dengan mengakui hukum pidana adat, hukum yang hidup atau hukum tidak 
tertulis sebagai sumber hukum; 
C. Sidik Jari  
1. Pengertian Sidik Jari 
    Sidik jari merupakan salah satu identitas manusia yang tidak dapat di ganti 
maupun di ubah. Selain itu sedik jaripun berfungsi untuk seseorang dapat 
dikenali. ‘’tidak ada manusia di dunia ini yang menpunyai sidik jari yang sama”. 
Peryataan ini mengungkapkan bahwa setiap manusia menpunyai sidik jari yang 
berbedan. Sediki jari adalah merupakan ciri khas dari setiap manusia. Menurut 
reichard hutagaoi sidik jari sebenarnya adalah kulit yang menempel dan 
menbentuk suatu ‘’punggungan’’ pada telapak jari yang menbentuk suatu pola. 
Sidik jari tidak dapat hilang pada manusia sampe seseorang meninggal dunia dan 
menbusuk, dan goresan-goresan atau luka biasanya pada waktu kulit berganti 
akan menbentuk pola yang sama, dan sidik jari juga dapat rusak jika terkena 
luka bakar yang sangat parah.  
Sidik jari merupakan identitas seseorang, yang tidak bisa berubah, dan 
tidak sama pada setiap orang,  dan sidik jari juga merupakan salah satu teknologi 
yang dapat difungsikan untuk mengidentifikasi seseorang, dalam bidang 
kepolisian sidik jari juga dikenal dengan sebutan laten. Dan sidik jari juga 
merupakan alat bukti yang sah yaitu dengan alat bukti keterangan ahli (sesuai 
dengan pasal 184 ayat (1) butir(b) kitab undang-undang hukum acara 
pidana/KUHAP , yaitu dalam bentuk berita acara yang terdiri dari :  





b. Berita acara pemotretan 
c. Berita acara TKP.  
Bahkan sidik jari juga menjadi teknologi yang dianggap cukup handal, karena 
terbukti relatif, akurat, aman, mudah dan nyaman untuk mengeditifikasi bilang 
dibandingkan dengan sistem biometre yang lainya seperti retina mata/DNA 
(Doexyribo nucleic acid adalah jenis asam nukleat yang berisi perintah genetik 
yang digunakan dalam perkembanganya yang berfungsi pada semua organisme 
dan virus). Penerapan sidik jari juga biasa berfungsi untuk absensi pegawai 
perusahaan, tetapi sidik jari juga berkembang di bidang kedokteran forensik, yaitu 
dalam proses visum et repertum. Visum et repertum merupakan laporan tertulis 
dokter untuk menberikan keterangan demi keperluan peradilan mengenai suatu hal 
yang ditentukan atau diketahui. Salah satu tahap visum et repertum adalah 
verifikasi sidik jari . Verifikasi ini untuk mengetahui identifikasi seseorang 
terhadap suatu masalah tindak pidana, contohnya : kasus korban kecelakaan , 
korban tenggelaman, kasus tindak pidana , penbunuhan. Dari beberapa uraian di 
atas tentang sidik jari. meskipun dalam al-quraan sidik jari tidak begitu banyak 
penjelasanya namun al-quraan juga menbahas tentang sidik jari tersebut yaitu.  
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Artinya: Apakah manusia mengira, bahwa Kami tidak akan 
mengumpulkan (kembali) tulang belulangnya? 
Bukan demikian,  sebenarnya Kami kuasa menyusun (kembali) jari 





Adapun pada pola tangan sidik jari merupakan bagian ilmu yang disebut 
dermatoglyphics. Kata dermatoglyphis berasal dari kata yunani derma yaitu kulit 
glype yang berarti ukiran. Disimplin ilmu ini mengacu pada garis-garis alur 
bubungan (ridge) yang terdapat pada bagian telapak tangan manusia dan telapak 
kaki manusia. Selama ini sidik jari dapat diambil dari cap-cap jari tangan pada 
kartu. Kini telah dibuat teknik klarifikasi sidik jari otamatis secara digital, dan 
sejauh ini belum ada pedekatan-pendekatan yang dapat diandalkan. Dan biasanya 
sebelum diklasifikasi dilakukan terlebih dahulu pra-klasifikasin yang tujuanya 
adalah untuk meningkatkan kehandalan pencarian pada basis data yang besar. 
Adanya klasifikasi dapat menbantu menpercepat proses identifikasi dan pencarian 
pada basis data sidik jari yang umumnya berjumlah besar.  
Penempatan sidik jari dari beberapa kelompok yang menpunyai pola dasar 
yang serupa memungkinkan pengisian, penulusuran, dan pencocokan data sidik 
jari pemindaian yang cepat, klarifikasi seperti ini dapat mengurangi ukuran dari 
ruang pencarian, yaitu dengan menbatasi pencarian dengan hanya pada sidik jari 
dengan kelas yang sama untuk mengeditifikasi.  
Klasifikasi sidik jaari yang digunakan secara luas adalah sistem henry dan 
varisi-variasinya yang diperkenalkan oleh edward henry (1899). Metode klasik 
identifikasi sidik jari yang selama ini digunakan, ternnyata kurang sesui untuk 
inplemasi langsung dalam bentuk algoritma komputer. Oleh karena itu dapat 
dikembangkan lagi dalam model matematika untuk anafisis sistem identifikasi 





Sebagian besar sistem untuk identifikasi sidik jari didasrkan pada pencocokan 
minutiae yaitu akhir atau percabangan garis alur sidik jari. Deteksi dari minutie 
secara otomatis merupakan proses kritis, terutama jika citra sidik jari berkualitas 
rendah dengan pola garis alur tidak jelas. Akibat noise dan kurangnya kotraks 
menyebabkan adanya konfigurasi titik gambar yang menyurupai minitea palsu 
(menutupi minutiea sebenarnya). Maka tujuan dari pemodelan sidik jari ini ada 2 
(dua) yaitu , pertama adalah untuk memahami penggambaran matematika untuk 
menbuat pola sidik jari tiruan, dan kedua dalam mengembangkan algoritma baru 
yang lebih baik untuk sistem identifikasi sidik jari secara otomatis.9 
2. Klasifikasi sidik jari  
Klasifikasi sidik jari yaitu kategori sidik jari yang merupakan bagian 
penting dalam sistem, untuk mengedentifikasikan bagian individu di bagiajn 
krimonoligi atau forensik. Pemanfaatan identifikasi sudah semakin meluas 
sebagian dari biometri. Biometri adalah cabang ilmu untuk mengedifikasi individu 
yang berdasrkan sifat-sifat fisiknya. Sifat fisik harus bersifat unik yaitu dapat 
berupa pola garis-garis alur sidik jari, bentuk geometri tangan, kunci frokensi 
suara, rincian ciri wajah, pola iris dan retina mata yang umumnya setiap individu 
tidak sama. Jadi pola sidik jari merupakan salah satu identifikasi perorangan yang 
bersifat unik yang sdah lama digunakan dalam penyidikan kepolisian, sistem 
keamaan (forensics and security) dan sekarang akses atau kotrol akses dan 
pemeriksaan kartu ATM. Pengklasifikasian sidik jari mengunakan klasifikasi 
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eklusif. Citra dibagi menjadi beberapa kelas berdasrkan ciri makro. Sidik jari 
dibagai menjadi 8 kelas, antara lain sebagai berikut: 
a. Plain Arch  
Adalah bentuk pokok sidik jari dimana garis-garis datang dari sisi lukisan 
yang satu mengalir ke arah sisi yang lain, dengan sedikit bergelombang naik 
ditengah. 
b. Tented arch (tiang busur) 
Adalah bentuk pokok sidik jari yang memiliki garis tegak atau sudut atau 
dua atau tiga ketentuan sangkutan. 
c. Ulnar loop 
Adalah garisnya memasuki pokok lukisan dari sisi yang searah dengan 
kelingking. Melengkung ditengah pokok lukisandan kembali atau 
cendurung kembali ke arah sisi semula. 
d. Radial loop  
Adalah garisnya memasuki pokok lukisan dari sisi yang searah dengan 
jempol, melengkung di tengah pokok lukisan dan kembali atau cenderung 
kembali ke arah sisi semula. 
e. Plain Whorl (lingkiran) 
Bentuk pokok sidik jari, menpunyai dua delta dan sedikitnya satu garis 
melingkar di dalam pola area, berjalan didepan kedua delta. 
f. Double loop (sangkutan kembar) 
Adalah menpunyai dua delta  dan dua garis melingkar di dalam pola area, 





g. Central pocket loop 
Terdiri dari setidaknya satu daerah punggungan melengkung atau obtruksi 
pada sudut kanan garis aliran dengan dua delta, ketika ditarik garis imajiner 
tidak ada area punggungan melengkung yang terpotong, cetral pocket loop 
menbuat satau sirkuit lengkap yang mungkin spiral, oval, melingkar atau 
varian dari lingkaran. 
Terdiri dari beberapa jenis pola yaitu: 
1. Pemeriksaan sidik jari  
Metode ini menbandingkan bahwa sidik jari jenaza dengan data sidik jari 
antemoftem. Sampai saat ini, pemeriksaan sidik jari adalah pemeriksaan yang 
yang efektif untuk menentukan identitas seseorang. Dengan demikian harus lebih 
teliti untuk pemeriksaan penegakan terhadap jari tangan jenazah untuk 
pemeriksaan sidik jari, misalnya dilakukan penbukusan kedua tangan jenazah 
dengan mengunakan kantong pelastik.  
2. Metode visual  
Metode ini di lakukan dengan menperlihatkan jenazah pada orang-orang yang 
merasa kehilangan anggota keluarganya atau temanya. Cara ini biasa dilakukan 
pada jenazah yang belum menbusuk, sehingga masih bisa dikenali tubuh jenazah 
tersebut. Hal ini perlu diperhatikan mengingat adanya kemungkinan faktor emosi 








3. Pemeriksa dokumen  
Dokumen seperti kartu tanda penduduk (KTP) , surat izin megemudi (SIM), 
paspor, dan sejenisnya yang kebutulan ditemukan di dalam saku pakean yang 
digunakan jenazah dan sangat menbantu mengenal jenazah tersebut. Perlu 
diketahu bahwa kecelakan massal, dokumen yang terdapat pada dompet atau tas 
yang berda di samping jenazah belum tentu milik korban tersebut, bisa saja milik 
korban yang lain.  
4. Pemeriksaan pakaian dan perhiasaan  
Dari pakaian dan perhiasaan yang dikenakan jenazah, mungkin dapat 
diketahui merek atau nama penbuat, ukuran, inisial nama pemilik, yang semua 
dapat menbantu proses penyelidikan jenazah tersebut, meskipun jenazah tersebut 
sudah menbusuku atau hancur. Khusus anggota TNI (tentara nasional indonesia) 
dan polri (kepolisian republik indonesia). Identitas ini dipermudah penemuan 
korban karna adanya nama serta NRP (nomor registrasi polisi) yang tertera pada 
kalung logam yang dipakainya.10 
5. Identifikasi medik  
Metode ini mengunakan data umum dan data khusus, data umum meliputi 
tinggi badan, rambut mata hidung, gigi dan sejenisnya. Data khusus meliputu tato, 
tahi lalat, jaringan perut, cacat konitianal, patah tulang, dan sejenisnya. Metode ini 
mempunyai nilai tinggi karena menpunyai selain dilakukan oleh seorang ahli 
dengan mengunakan beberapa cara modifikasi (termaksud pemeriksaan sinar-X) 
sehingga ketetapanya cukup tinggi. Bahkan pada tenggorokan atau kerangka pun 
                                                          






masih dapat dilakukan metode identifikasi ini. Melalui metode ini diperoleh data 
tentang jenis kelamin tersebut. Ras perkiraan umur, tinggi badan, kelainan pada 
tulang dan sebagainya.  
6. Pemeriksaan gigi  
Pemeriksaan gigi meliputi pencatatan data gigi dan rahan yang dapat 
dilakukan dengan mengunakan pemeriksaan manual. Sinar-X dan pencatakan gigi 
dan rahan, dan memuat data tentang jumlah. Bentuk, susunan, tambalan, protesa 
gigi, dan sebagainya, begitupan dengan sidik jari, maka setiap sesorang memiliki 
ciri gigi yang khas , dengan demikian dapat di bangdingkan dan dapat dilakukan 
identifikasi dengan cara menbandingkan data temuan dengan data penbandingan 
antemortem.  
7. Pemeriksa serologik  
Pemeriksaan senrologi bertujuan untuk menetukan dara jenazah, penentuan 
golongan darah pada jenazah yang telah menbusuk dapat dilakukan dengan 
memeriksa rambut, kuku, dan tulang. Saat ini telah dapat dilakukan pemeriksaan 
sidik DNA yang akurasinya sangat tinggi.11 
3.  Metode sidik jari  
a.  Identifikasi sidik jari 
  Identifikasi sesorang dapat diketahu dengan mengunakan berbagai cara, 
antara lain , dengan cara menpelajari, mengamati dan meneliti profil wajah 
sesorang, pas foto, bentuk kepala, bentuk badan, gigi , sidik jari atau suara. 
Identifikasi merupakan proses untuk mengetahuin sesorang berarkan organ tubuh 
                                                          






atau barang yang miliknya sehingga seseorang yang identitasnya sehingga 
identifikasinya yang tidak jelas semakin jelas. Identifikasi melingkupi beberapa 
hal antara lain: DNA, sidik jari, retina mata bibir dan lain-lain. 
Identitas sesorang yang sering digunakan dan dapat dijamin kepastian 
hukumnya dengan menpelajari sidikn jari, sidik jari sesorang disebut sebagai 
daktiloskopi. Daktiloskopi ilmu yang menpelajari tentang sidik jari unutk 
keperluan mengenal kembali identifikasi orng dengan cara mengamati garis yang 
terdapat pada guratan garis jari tangan dan telapak kaki. Penyelenggaran 
daktiloskopi adalah kegiatan mencari, menemukan, mengambil, merekam, 
menpelajari mengembangkan, merumuskan, mendokumentasikan, mencari 
kembali dokumen dan menbuat keterangan sidik jari sesorang. Data sidik jari 
adalah rekaman jari tangan atau telapak kaki yang terdiri atas kumpulan alur 
garis-garis halus dengan pola tertentu, baik sengaja diambil dengan tinta atau 
dengan cara lain maupun bekas yang tertinggal pada permukaan benda kerena 
terpegang atau tersentuh oleh jari atau telapak kaki. Keterangan sidik jari adalah 
uraian yang menjelaskan tentang identifikasi data sidik jari sesorang yang dibuat 
oloeh pejabat daktiloskopi.12  
Dektiloskopi dilaksanakan atas dasar prisnpi bahwa sidiik jari tidak sama pada 
stiap orang, dan sidik jaripula tidak akan berubah seumur hidup. Kecuali 
mendirita luka bakar. Fungsi dektilskopi adalah menberikan kepastian dan 
perlindungan terhadap identifikasi sesorang.  
 
                                                          






b. Metode identifikasi sidik jari  
Pengunaan sidik jari dapat digunakan menangkap  pelaku kejahatan 
pertama kali diusulkan oleh henry faulds (seseorang dokter dari skotlandia). 
Dalam suratnya yang dimuat dimajlah nafure pada oktober 1880 pengambilan 
sidik jari bukanlah teknik modern karena sesunggahnya bangsa cina kuno sudah 
memakai sidik jari sebagai alat identifikasi sementara itu. Bangsa babilonia juga 
mengunakan sidik jari dan bangsa babilonia mencetak sidik jari sebagia tanah liat. 
Menurut M.syamsa ardisasmita pada artikelnya yang berjudul: 
perkembangan model matematika untuk analis sitem identifikasi jari otmatis, 
menjalaskan bahwa “sidik jari memiliki suatu orientasi dan struktur priodik 
berupa komposisi dari garis-garis gelap dan kulit yang naik (ndeges) dan garis-
garis dari kulit lagrun (furrows) yang berliku-liku menbentuk pola yang berbeda-
beda. Walaupun garis-garis alur tangan berbentuk benda-benda, tetapi sifat khusus 
pada sidik jari yang disebut dengan minutiea adalah unik untuk setiap individu. 
Ciri-ciri inipun berbentuk pola khusus dari sidik jari yang disebut minutea adalah 
bentuk khusu dari setiap individu. Ciri-ciri ini menbentuk pola khusus yang 
berdiri dari ferminasi atau percabangan dari alur. Untuk memriksa apakah dua 
sidik jari berasal dari yang sama atau bukan. Para ahli menditeksi minutiea 
tersebut mengunakan sistem identifikasi sidik jari otomatis yang akan mengamnil 
dan menbandingkan ciri-ciri tersebut untuk menentukan suatu kecocokan tersebut. 
Metode klasik pengenalan sidik jari sekarang ini tidak terlampaui sesuai untuk 
implementasi langsung dalam menbentuk alrogitma komputer, penbutan model 





makalah tersebut dapat dikembang metode numerik baru untuk pengenalan sidik 
jari yang berdasarkan pada pengambran model metametik dari dermatoglyphics 
dalam pemuatan minutiae, digambarkan juga rancangan dalam penerapan suatu 
sistem identifikasi sidik jari otamatis yang beroperasi dalam dua tahaap, yaitu 
ektraksi minutiae dan pencocokan minutiae.13 
D. Penetapan Status Tersangka  
1. Pengertian Status Tersangka 
Tersangka yaitu seseorang karena perbuatannya atau keadaannya, 
berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.Hakim 
tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan 
sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ini dikarnakan yang menjadi filter 
akhir proses pidana ialah hakim (majelis hakim yang memeriksa persidangan 
pidana, bukan hakim tunggal prapradilan), dan hakim terikat pada ketentuan.14 
Didalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam 
Pasal 71 ayat 1, berbunyi: penasehat hukum, sesuai dengan tingkat pemeriksaan, 
dalam berhubungan dengan tersangka diawasi oleh penyidik, penuntut umum atau 
petugas lembaga pemasyarakatan tanpa mendengar isi pembicaraan.15 
                                                          
13 Eddy O.S. Hilarieej, Teori dan Hukum Pembuktian (Jakarta: Erlangga, 2012), h. 34 
14 Musliadi, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Jakarta: Permata Press, 2017), h. 
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Adapun asas-asas dalam hukum pidana yang berkaitan dengan penetapan 
status tersangka yaitu asas legalitas, asas teritorialitas, asas nasional aktif, asas 
nasional pasif, asas universalitas, asas tidak ada hukuman tanpa kesalahan, asas.16 
2. Penetapan Status Tersangka di Tinjau dari Asas Praduga Tak Bersalah 
  Dalam KUHAP, asas praduga tak bersalah dijelaskan dalam penjelasa 
KUHAP butir ke 3 huruf c yaitu:  
sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan 
pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum 
tetap. 
 Sedangkan dalam UU kehakiman, asas praduga tak bersalah diatur dalam 
Pasal 8 ayat (1), yang berbunyi: 
  “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau 
dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada 
putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh 
kekuatan hukum tetap.” 
 Mengenai penerapan asas praduga tak bersalah, dalam bukunya  tersangka 
harus ditetapkan pada kedudukan  manusia yang memiliki hakikat dan martabat. 
harus dinilai  sebagai subjek, bukan objek. Yang diperiksa bukan manusia 
tersangka tetapi perbuatan tindak pidana yang dilakukannyalah yang menjadi 
objek pemeriksaan. Ke arah kesalahan tindak pidana yang dilakukan pemeriksaan 
ditujukan tersangka harus dianggap tidak bersalah samapai di peroleh putusan 
pengadilan yang telah berkekuatan tetap.17 
                                                          
16 Rahman Syamsuddin, Ismail Aris, Merajut Hukum Di Indonesia(Jakarta: Mitra Wacana 
Media, 2014)  h. 60 





3. Syarat-syarat Seseorang Dapat Dijadikan Sebagai Tersangka 
Dalam pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2009 
pengawasan dan pengendalian penanganan perkara pidana lingkungan Kepolisian 
Negara Republik Indonesia (parkap 12/2009) menyatakan bahwa: 
a. Status sebagai tersangka hanya dapat ditetapkan oleh penyidik kepada 
seseorang setelah setelah hasil penyidikan yang dilaksanakan memperoleh bukti 
permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 jenis alat bukti. 
b. Untuk menentukan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitupaling 
sedikit 2 (dua) jenis alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) ditentu.18
                                                                                                                                                               
 
18 Chazawi Adami, Pelajaran Buku Pidana Bagian 1 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 












A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah  field research, field 
research yaitu penelitian lapangn yang dilakukan dengan metode wawancara, 
observasi, dan dokumentasi serta menggambarkan fakta terjadi dilapangan. 
2.  Lokasi Penelitian  
Penelitian ini akan dilakukan di Polres Gowa. Penentuan tempat ini 
dipertimbangkan oleh hasil prapenelitian yang dilakukan oleh oleh penulis 
yang melihat bahwa lokasi penelitian ini sangat sesuai dan dapat membantu 
penulis untuk menjawab rumusan masalah yang diangkat. 
B. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe 
penelitian hukum normatif dan empiris (applied law research). Penelitian 
hukum normatif yaitu dengan mengkaji aturan-aturan hukum, buku dan 
perundang-undangan. Sedangkan tipe penilitan empiris yaitu dengan 
melakukan wawancara langsung dengan pihak Polres Gowa. 
C. Sumber Data 
1. Data primer yaitu data yang dikumpulkan dalan melakukan penelitian 
dilapangan yang di lakukan di Polres Gowa dengan cara interview yaitu 
berarti kegiatan terjun langsung kelapangan dengan mengadakan 




yang lebih jelas mengenai penggunaan sidik jari dalam menemukan 
tersangka tindak pidana. 
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti 
buku, majalah jurnal, karya ilmiah, internet, dan berbagai sumber 
lainnya.  
D. Metode Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data dalam penelitian lazimnya dikenal tiga alat 
pengumpulan data, yakni wawancara , observasi, dan dokumentasi.1   
  Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan 
Metode Penelitian Lapangan (field research) yakni penelitian lapangan peneliti 
memperoleh data primer dengan menggunakan tiga cara, yaitu: 
1. Wawancara yaitu tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara 
langsung. Dalam hal ini penulis mewawancarai penyidik dalam kasus 
penemuan tersangka tindak pidana melalui proses sidik jari. 
2. Observasi yaitu pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap 
gejala yang diteliti. Dalam hal ini penulis melakukan observasi di Polres 
Gowa. 
3. Dokumentasi yaitu pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-
dokumen. Dalam hal ini penulis melakukan dokumentasi di Polres Gowa. 
 
 
                                                          
 




E. Instrumen Penelitian 
 Instrumen atau alat adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu peneliti 
sebagai instrumen juga harus divalidasi seberapa jauh penelitian kualitatif siap 
melakukan peneliti yang selanjutnya terjun langsung kelapangan. Adapun alat-alat 
yang harus dipersiapkan oleh peneliti untuk melakukan penelitian ini adalah 
sebagai berikut:  
1. Pedoman Wawancara 
 Pedoman wawancara adalah alat yang digunakan dalam melakukan 
wawancara yang dijadikan dasar untuk memperoleh informasi dan infoman 
yang berupa daftar pertanyaan. 
2. Buku catatan dan Pulpen 
Buku catatan dan pulpen adalah alat yang berfungsi untuk mencatat dan 
menulis semua percakapan dengan sumber data. 
3. Kamera  
Kamera adalah alat yang berfungsi untuk memotret dan merekam segala 
bentuk kegiatan peneliti selama melakukan pembicaraan dan informan. 
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 
     1. Tekhnik Pengolahan Data 
a. Reduksi data adalah proses mengubah data ke dalam pola, fokus, 
kategori, atau pokok permasalah yang terjadi dalam beban pembuktian 




b. Penyajian data adalah menampilkan data dengan cara memasukkan data 
dan bentuk yang diinginkan seperti memberikan penjelasan dan analisis. 
c. Pengambilan kesimpulan adalah mencari kesimpulan atas data yang 
direduksi dan disajikan. 
2. Analisis Data 
 Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif yaitu 
tekhnik pengolahan data kualitatif (data-data) yang dilakukan dalam 
rangka mendeskripsikan/ membahas hasil-hasil penelitian dengan 






HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Gambaran Umum Polres Gowa 
1) Visi 
Terwujudnya pelayanan Kamtibmas prima, tegaknya hukum dan 
Kamdagri mantap serta terjalinya sinergi polisional yang proaktif. 
2) Misi 
1. Melaksanakan deteksi dini dan peringatan dini melalui kegiatan/operasi 
penyelidikan, pengaman dan penggalangan; 
2. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan secara mudah, 
responsif dan tidak diskriminati; 
3. Menjaga keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas untuk menjamin 
keselamatan dan kelancaran arus orang dan barang; 
4. Menjamin keberhasilan penanggulangan gangguan keamanan dalam negeri; 
5. Mengembangkan perpolisian masyarakat yang berbasis pada masyarakat 
patuh hukum; 
6. Menegakkan hukum secara profesional, objektif, proporsional transparan dan 
akuntabel untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan; 
7. Mengelola secara profesional, transparan, akuntabel dan moder seluruh 
sumber daya Polri guna mendukung operasional tugas Polri; 
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8. Membangun sistem sinergi polisional interdepartemen dan lembaga 
internasional maupun komponen masyarakat dalam rangka membangun 
kemitraan dan jejaring kerja (partnership building/networking). 
B. Proses Identifikasi Sidik Jari Dalam Menetapkan Status Tersangka Tindak 
Pidana  
Dalam mengungkap suatu Tindak Pidana yang terjadi di Kabupaten Gowa, 
Sidik Jari memiliki peranan sangat penting karena pada umumnya pada saat 
pelaksanaan olah TKP (tempat kejadian perkara) masih sering ditemukan sidik 
jari pelaku yang tertinggal, kecuali untuk kejahatan-kejahatan tertentu yang benar-
benar telah direncanakan dan dilaksanakan oleh pelaku yang profesional. Oleh 
karena itu ketelitian dan keuletan penyidik dalam menemukan sidik jari pelaku 
yang tertinggal di tempat kejadian perkara sangatlah diperlukan. Pada umumnya 
sidik jari yang tertinggal pada tempat kejadian perkara merupakan jenis sidik jari 
latent dan memerlukan pengembangan terlebih dahulu untuk membuatnya 
menjadi lebih jelas yang kemudian bisa menjadi alat bukti ataupun petunjuk untuk 
pengenalan kembali pada pelaku tindak pidana. 
Pelaksanaan Identifikasi Sidik Jari di tempat kejadian perkara secara 
umum yang dilakukan oleh Aparat Kepolisian menurut penjelasan Kaur Sidik jari 
polres gowa  BRIPKA SYAMSUL RIZAL . sebagai berikut (wawancara tanggal 
28 Juni 2018) : 
1. Mencari sidik jari di tempat kejadian perkara 
Petugas kepolisian yang terdiri dari tim Pengolah TKP (Tempat Kejadian Perkara) 
datang ke tempat kejadian perkara. Tim ini dapat terdiri dari 2 (dua) orang 
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maupun beberapa orang. Sebelum melakukan pemeriksaan, pencarian maupun 
pengambilan barang bukti serta sidik jari, petugas melakukan pengamanan tempat 
kejadian perkara dengan memasang garis polisi (police line). Para petugas 
menjaga agar posisi benda-benda yang ada di tempat kejadian perkara tidak 
berubah. Tim ini selanjutnya mempersiapkan peralatan yang diperlukan untuk 
mencari sidik jari. 
Adapun peralatan yang diperlukan oleh petugas guna mencari sidik jari 
tersebut adalah : 
a. Serbuk sidik jari (powder) 
b. Kuas sidik jari 
c. Gunting 
d. Pita pengangkat/isolasi besar (lifter selotip) 
e. Jepit (pinset) 
f. Senter 
g. Kaca pembesar  
h. Kamera (kamera sidik jari dan film) 
Setelah mempersiapkan peralatan tersebut di atas, petugas melakukan 
pemotretan Tempat Kejadian Perkara (TKP). Terlebih dahulu mencari sidik jari, 
petugas dengan menggunakan sarung tangan atau dengan cara lain mulai 
melakukan pencarian/pemeriksaan tempat-tempat atau benda-benda secara 
cermat. Petugas dengan menggunakan lampu senter dari sudut tertentu mulai 
mencari sidik jari. Petugas seringkali harus menundukkan kepalanya pada 
permukaan benda agar dapat melihat sidik jari secara jelas. Untuk memberikan 
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sidik jari dapat dilihat, maka petugas akan meniup permukaan benda. Setelah 
sidik jari terlihat, maka petugas menaburi permukaan benda dengan serbuk. Sidik 
jari yang telah ditaburi bubuk serbuk kemudian dipotret sebelum dipindahkan ke 
lifter. Petugas akan membawa benda yang dapat dibawa yang diduga mengandung 
sidik jari untuk diperiksa lebih teliti dan cermat di kantor kepolisian. Sidik jari 
yang telah ditaburi serbuk dan telah dipotret kemudian dipindahkan. Pemindahan 
sidik jari laten dapat dilakukan sebagai berikut : 
a. Menggunakan pita pengangkat tembus pandang berbentuk roll 
(selotip/isolasi). 
b. Menggunakan rubber lifter/lifter karet. 
Langkah selanjutnya adalah mengambil sidik jari semua orang yang berada di 
Tempat Kejadian Perkara (TKP) untuk mempersempit pencarian tersangka atau 
pelaku. Apabila dalam penyidikan petugas, tersangka atau pelaku telah diketahui 
namun tidak berada di Tempat Kejadian Perkara (TKP) atau belum tertangkap, 
maka petugas mencatat nama dan keterangan lainnya guna pencarian di file sidik 
jari. 
2. Mencocokan atau membandingkan sidik jari yang ditemukan di TKP  
dengan sidik jari saksi  atau yang terduga tersangka. 
Petugas pengolahan Tempat Kejadian Perkara (TKP) yang telah 
mengambil dan mengangkat sidik jari selanjutnya melakukan pemeriksaan 
perbandingan sidik jari yang ditemukan di Tempat Kejadian Perkara (TKP) 
dengan sidik jari orang-orang yang diduga atau disangka sebagai pelaku melalui 
file sidik jari yang telah ada maupun orang-orang yang berada di tempat kejadian 
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perkara. Pada tahap perbandingan ini, petugas melakukan pemeriksaan 
membandingkan dan mengidentikasikan sidik jari yang ada terhadap sidik jari dari 
tiap-tiap orang yang diduga atau disangka terlibat. Pada kasus tindak pidana 
pembunuhan yang ditangani. Langkah awal yang dilakukan oleh petugas dalam 
melakukan perbandingan adalah sebagai berikut : 
a. Menentukan kelas atau golongan kedua sidik jari yang dibandingkan. 
b. Menyiapkan bagan (chart) perbandingan sidik jari. 
c. Menentukan jumlah titik persamaan yang diperlukan. 
Setelah dilakukan perbandingan tahap sidik jari dengan sidik jari yang diketahui, 
maka petugas akan memberikan kesimpulan mengenai perbandingan kedua sidik 
jari tersebut. Kesimpulan ini ada dua kemungkinan, yaitu : 
a. Ada persamaan antara sidik jari dengan sidik jari yang diketahui. 
b. Tidak ada persamaan antara sidik jari dengan sidik jari yang diketahui. 
3. Membuat Berita Acara Pemeriksaan Perbandingan Sidik Jari 
Setelah sidik jari latent ditemukan di tempat kejadian perkara, maka akan 
dicocokan dengan sidik jari tersangka atau orang yang dicurigai. Sebelum sidik 
jari latent yang ditemukan di tempat kejadian perkara dibandingkan dengan sidik 
jari tersangka atau sidik jari yang tersimpan di file yang tersimpan di data base 
Kepolisian atas nama orang tertentu, terlebih dahulu sidik jari latent tersebut 
dibandingkan dengan sidik jari orang-orang yang secara sah telah memegang 
sesuatu di tempat kejadian perkara. Hal ini untuk mencocokkan sidik jari latent 
yang ditemukan di tempat kejadian perkara guna mencari ada atau tidaknya sidik 
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jari asing (diduga pelaku) dalam tempat kejadian perkara tersebut. Orang-orang 
yang dimaksud sah telah memegang sesuatu di tempat 
kejadian perkara adalah orang-orang mempunyai kepentingan dalam tempat 
kejadian perkara sebelum adanya laporan tindak pidana, hal ini akan berpengaruh 
besar dalam penyidikan untuk mengetahui identitas pelaku, yaitu apakah pelaku 
berasal dari luar lingkungan atau dari dalam lingkungan. 
Pada umumnya sidik jari latent berdampingan satu sama lain (letaknya 
berdampingan/ kombinasi), guna mempermudah pemeriksaan harus ditentukan 
terlebih dahulu dari jari/ tangan manakah jari latent tersebut berasal, kemudian 
sidik jari latent atau sidik jari yang dicurigai diletakkan berdampingan dengan 
sidik jari yang diketahui pada fingerprint comparator kemudian dengan 
menggunakan peralatan tersebut di atas dimulai membandingkan kedua sidik jari 
tersebut. Setelah Petugas Identifikasi telah selesai melakukan perbandingan dan 
memperoleh kesimpulan, maka hasil pemeriksaan sidik jari laten tersebut dibuat 
berita acara. Hal ini sesuai dengan petunjuk teknis yang diberikan oleh Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. 
Berita acara pemeriksaan perbandingan sidik jari dibuat oleh petugas Paur 
Identifikasi. 
Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Sidik Jari maka aparat kepolisian 
dapat melakukan langkah pengembangan untuk mengungkapkan kasus tersebut 
dan mengungkap pelaku tindak pidana serta guna memperoleh barang bukti yang 
diperlukan. Apabila Berita Acara Pemeriksaan perbandingan sidik jari 
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memberikan kesimpulan yang positif, maka akan digunakan oleh petugas untuk 
meneruskan penyidikan. 
Dari hasil mencocokkan beberapa sidik jari yang didapat dari beberapa saksi 
yang diduga atau disangka dengan sidik jari, ternyata ada indikasi dan kecocokan 
dari hasil rumusan tersebut, maka aparat kepolisian mulai memanggil tersangka 
atau yang diduga untuk mencocokkan kembali sidik jari yang ada dengan hasil 
sidik jari yang ada di tempat kejadian perkara. Proses dari Paur Identifikasi yang 
hasilnya positif menuju salah satu sidik jari yang ditetapkan dan cocok dengan 
sidik jari yang di file, selanjutnya pihak kepolisian (Paur Identifikasi) menetapkan 
pelaku tindak pidana sesuai dengan hasil identifikasi aparat Polres Gowa. Dari 
hasil identifikasi dan analisa data pihak kepolisian mulai mengajukan dan 
membuat Berita Acara Pemeriksaan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk 
selanjutnya diajukan ke Persidangan untuk diperiksa oleh Majelis Hakim.  
Berdasarkan hasil wawancara bentuk sidik jari yang di temukan di TKP 
menurut Syamsul Rizal B ialah mengunakan sistem manual, yaitu sidik jari yang 
diambil di TKP lalu sidik jari lalu diambil juga sidik jari yang diduga tersangka, 
dan di periksa dengan cara manual dengan memfoto sidik jari laten yang di dapat 
dan foto sidik jari juga yang diduga tersangka dan diperbesar gambar tersebut dan 
di bandingkan gambar tersebut dengan manual, dengan memeriksa garis tangan 
kedua sidik jari yang ditemukan di TKP dan sidik jari yang diduga tersangka, 
adapun yang di temukan oleh penyedik di TKP yaitu jejak darah yang tertinggal 





 Berdasarkan uraian di atas, menurut penulis proses identifikasi dalam 
menemukan tersangka tindak pidana sangatlah berperan penting dalam 
menemukan pelaku tindak pidana tersebut. Karena proses identifikasi tersebut 
sangatlah berberan penting dalam mengungkap tersangka tindak pidana, karena 
sidik jari yaitu salah-satu alat penunjang alat bukti untuk menemuukan tersangka 
dalam menemukan tindak pidana. 
C. Efektivitas Penetapan Status Tersangka Melalui Proses Identifikasi Sidik 
Jari oleh Pihak Kepolisian 
Dalam pengungkapan suatu tindak pidana penyidik tidak dapat bergantung 
pada keberadaan saksi hidup saja karna tidak semua kejahatan yang terjadi 
terdapat saksi hidup yang berada di TKP. Namun seiring kemajuan pembangunan, 
dan teknologi semakin berkembang, pelaku kejahatanpun semakin cerdik dalam 
menyembunyikan kejahatan dan barang bukti dengan cara apapun agar kejahatan 
yang dilakukan sulit untuk diungkap bahkan sama sekali tidak dapat diungkap 
oleh pihak kepolisian. 
Menurut penulis Peranan Sidik Jari juga sangat membantu membangun 
konstruksi perkara untuk suatu tindak pidana yang pelaku tindak pidananya tidak 
mengakui dakwaan yang diajukan kepadanya. Pada kondisi seperti ini peranan 
sidik jari sangat menonjol khususnya dalam menjadi alat bukti petunjuk yang 
menjadi benang merah hubungan antara pelaku tindak pidana dan peralatan yang 
dilakukan. Pada posisi ini kemampuan penyidik dan penuntut umum sangat 
dituntut untuk membuktikan secara jelas bahwa ada hubungan erat antara alat 
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yang digunakan dan pelaku tindak pidana sehingga hakim dapat memutus perkara 
berdasarkan bukti-bukti yang diajukan. Seperti yang di katakan oleh BRIPKA  
Syamsuddin Rizal Dalam suatu tindak pidana dimana seorang Tersangka atau 
terdakwa tidak mengakui perbuatannya atau mencabut keterangannya di 
persidangan fungsi sidik jari sangat penting karena dapat menjadi suatu alat bukti 
petunjuk mengenai perbuatan Tersangka atau Terdakwa dengan alat bukti yang 
dilakukan untuk melakukan kejahatan. Untuk kondisi seperti ini Berita Acara 
Pemeriksaan Sidik Jari menjadi salah satu alat bukti yang dapat diandalakan. 
Berdasarkan hasil wawancara yang telah dijelaskan oleh penulis, peran 
sidik jari dalam menunjang pengungkapan tindak pidana dirasakan oleh pihak 
kepolisian hal ini dapat dilihat dari rencana untuk melaksanakan program INAFIS 
(Indonesia Automatic Fingerprint identifcation System) yang merupakan sebuah 
sistem identifikasi sidik jari yang ditunjang oleh sebuah database yang merekam 
sidik jari setiap individu warga negara Indonesia tak terkecuali bayi begitu lahir. 
Melalui program INAFIS seluruh sidik jari akan di simpan ke database sidik jari 
nasional yang terinterigasi dengan program KTP nasioanal yang memiliki single 
identification number (SIN) atau nomor induk kependudukan (NIK). Setiap warga 
akan memiliki kartu yang benar-benar cerdas karena chips yang terbenam di 
dalam kartu merekam seluruh biodata kehidupan pemegang.  
Salah satu contoh kasus yang penulis dapatkan pada saat melaksanakan 
penelitian adalah kasus penbunuhan yang terjadi di jln yusuf bauty pada tanggal 
19 januari 2017. Pada saat itu salah satu petunjuk yang ditemukan adalah adanya 
bercak darah yang diduga tersangka yang didapatkan 2 titik yang berbeda  akan 
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tetapi polisi blum bisa  memastikan apakah darah tersebut darah korbah atau darah 
yang terduga tersangka. Setelah itu penyidik langsung mengedintifikasi darah 
tersebut dengan cara memeriksa darah tersebut akan tetapi terkendala oleh 
kurangnya alat bantu pemeriksaan sidik jari dan belum adanya anggota yang 
memiliki Skep Ahli dalam penentuan sidik jari. Maka dari itu penyidik dari Polres 
Gowa melimpahkan pemeriksaan sidik jari ini ke POLDA ( Polisi daerah wilayah 
SUL-SEL ). Dari hasil sidik jari yang ditemukan oleh pihak Polda ditetapkanlah 
tersangka dalam kasus tersebut, dimana tidak lain adalah satpam kompleks 
perumahan korban sendiri. 
Analisis Penulis 
Dari kasus tersebut penulis menarik kesimpulan bahwa benar pembuktian 
berdasarkan pemeriksan sidik jari sangatlah efektif dalam menemukan tersangka 
tindak pidana, akan tetapi kurangnya fasilitas dan keahlian dalam memeriksa sidik 
jari oleh pihak kepolisian Polres Gowa menjadi salah satu hambatan proses 
pemeriksaan kasus tersebut.   
Menurut pandangan peneliti bahwa dalam sebuah proses penerpan 
penggunaan sidik jari dalam menemukan tersangka kasus tindak pidana di Polres 
Gowa  belum efektif di karenakan yang pertama yaitu kurangnya sarana dan 
prasarana yang terdapat di Polres Gowa, yang kedua kinerja seorang penyidik 
dalam hal penggunaan sidik jari belum optimal di karenakan kemampuan yang 
kurang dalam menemukan tersangka melalui penggunaan sidik jari  
Sesuai uraian di atas penulis berpendapat bahwa perlunya di lengkapi 
sarana prasaranan yang terdapat di Polres Gowa, kemudian tidak hanya dalam 
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peningkatan kuantitas, namun perlu juga peningkatan kualitas seorang penyidik 
baik dalam hal menemukan tersangka tindak pidana melalui penggunaan sidik jari 





A. Kesimpulan  
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan serta penbahasan 
sebagai mana terurai pada bab sebelumnya, dalam penulisan skripsi ini 
dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :  
1. Proses menetapkan stasus tersangka melalui proses sidik jari dalam 
menemukan tersangka tindak pidana  ada beberapa tahap yaitu, 
mencari sidik jari di tempat kejadian perkara, mencocokan atau 
membandingkan sidik jari yang ditemukan di TKP dengan sidik 
jari saksi dan yang terduga tersangka dan menbuat berita acara 
perbandingan sidik jari.  
2. Pembuktian berdasarkan pemeriksaan sidik jari sangatlah efektif 
dalam menemukan tersangka tindak pidana terutama dalam 
menunjang pengungkapan tindak pidana dilihat dari rencana untuk 
melaksanakan program INAFIS (Indonesia Automatic Fingerprint 
Identiffcation System) yang merupakan sebuah sistem identifikasi 
sidik jari yang ditunjang oleh sebuah database yang merekam sidik 






1. Sebaiknya ahli identifikasi sidik jari (dalam kepolisian) menambah 
personil dan ditempatkan di setiap sektor kepolisian untuk 
menangani setiap kasus yang memerlukan ahli identifikasi di 
wilaya atau sektor kepolisian. Serta kelengkapan data mengenai 
sidik jari setiap warga masyrakat dilengkapi di kepolisian atau 
badan lembaga lain yang berwenang  
2. Sarana dan prasarana harus lebih ditingkat agar proses 
pengungkapan tersangka melalui proses sidik jari lebih efektif 
3. Perlunya ditingkatkan kualitas kemampuan penyidik dalam 
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